
1. Undang·Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 3890);

Mengingat

b. bahwa dengan adanya perubahan institusi pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka dipandang
perlu mengubah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan
Peraturan Menter; NegaraPendayagunaanAparatur Negara.

a. bahwa dalam penerapanjabatan fungsional PenyuJuhKehutanan,
khususnya untuk tingkat terampil yang dipersyaratkan minimal
berpendidikan Diploma III sulit dipenuhi karena adanya perubahan
institusi pendidikan;

Menimbang

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

PERATURAN MENTER! NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/33 /M.PAN/I0/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA
NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

KEI:fUTANAN DAN ANGKA KREDITNY A

DENGAN RAHMAT·rUHAN YANG MAHA ESA

.l\tIENTERI NEGARA
PENDAYAGVNAAXAPARATURNEGARA

REPUBLIK INDONESIA
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik

I~.~nesia Tahun -1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

PegawaiNegeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun

2000 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara RepubJikIndonesia

Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan

dan Pelatlhan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2005(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
151);
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(1) Pengarigkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam

jabatan Penyuluh Kehutanan lingkat Terampil atau Penyuluh

Kehutanan lingkat Ahli dapat dipertimbangkan setefah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bagi PenyuJuhKehutananlingkat Terampil :

1. Berijazah paling rendah SMU/SMKsesuai dengan kualifikasi
yang ditentukan;

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda lingkat I, golongan

ruang II/b;

Mengubah ketentuan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomar 130/KEP/M.PAN/12/ 2002 tentang Jabatan
Fungsional PenyuJuhKehutanandanAngka Kreditnya, menjadi berbunyi
sebagai berikut :

PasalI

130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

NOMORNEGARAAPARATURPENDAYAGUNAAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

2. Pertimbangan KepaJaBadan Kepegawaian Negara dengan surat

Nomar : K 26-30N96-7/93 tanggalS September 2006.

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik "Indonesia
Nomor 4263);

9. Keputusan' Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan FungsionalPegawaiNegeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara.

Memperhatikan: 1. Usul Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor

S.S87/II·peg/2006 tanggaJ 7 Juni 2006;

...'
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6. Setiap unsur peniJaian pelaksanaan pekeljaan dalam
Dattar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau
prestasi kerja paling rendah bemilai balk dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

7. Tersedianyalowongan dalam formas;jabatan.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawa;Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang
dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka
kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan, penyuluhan
kehutanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas
penyuluhan kehutanan setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkanangka kredit"

......5. Palingtinggi usia 50 tahun; _

7. Tersedia lowongandalam formasi jabatan.

b. Bag;PenyuluhKehutananlingkat Ahli :

1. Berijazah paling rendah Sarjana {Sl)/Diploma IV sesual
dengan kualifikas;yang ditentukan;

2. Pangkatpaling rendahPenataMuda, golongan ruang III/a;

3. Paling singkat teJah memiliki pengalaman bekerja selama
2 (dua) tahun di bidang penyuJuhankehutanan;

4. lulus pendidikan dan peJatihan fungsionaJ di bidang
penyuluhan kehutanan;

3. Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama
2 (dua) tahun di bidangpenyuluhan kehutanan;

4. Lulus pendidikan dan pelatlhan fungsional di bidang
penyuluhenkehutanan;

5. Palingtinggi usia 50 tahun;

6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Dattar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau
prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1 (saw)
tahun terakhir;

..• 4.,



Ditetapkan di : J a k art a
pada tanggal : " Oktober 2006

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal II

", ~" .
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2. Undang-UndangNomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mengingat

Menimbang: a. bahwa dengan berfakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi'. dipandang
perlu meninjau kembali ketentuan tentang Angka Kredit bagi
Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 16/MENPA~/1988;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dlatas, dipandang perlu
menetapkankembali Jabatan Fungsionaf Penyuluh Kehutanan
dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri
PendayagunaanAparaturNegara;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana teidi, uiubah dengan Undang­
undangNomor43 Tahun 1999;

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TENTANG

JABAT AN FUNGS.ONAL PENYULUHi<EHUTANAN

DAN ANGKA KREDITNYA

NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002

KEPUTUSAN MENTER.

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

MENTER I
PENDAYAGVNAANAPARATURNEGARA

ImPUBUK INDONESIA
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Memperhatikan: 1. Usul ~.1enteriKehutanan dalarn surat Nomor 1138/MENHIJT_
11/2002 tanggal 15Juri2002.

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
suratnya NomorK.26-30N.74·?/18 tanggal23 Agustus 2002.

3. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. PeraturanPemerint~hNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil. sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
PegawaiNegeriSipil;

6. Peraturan PemerintahNomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
PegawaiNegeriSipil;

7. PeraturanPemerintahNomor99 Tahun2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
denganPeraturanPemerintahNomor 12Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 teritang
Pendidikandan PelatihanJabatanPegawaiNegeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nornor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
JabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil;

10.Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan,Tugas.Fungsi.Kewenangan,SusunanOrganisasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
denganKeputusanPresidenNomor2 Tahun 2002;

11.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan,Tugas. Funqs], Kewenangan.Susunan Organisasi
dan Tata KerjaDepartemen.

. ,
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2. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan
fungsional Penyufuh Kehutanan yang daram peraksanaan
pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja
tertentu.

3. Penyuruh Kehutanan tingkat ahli,· adalah jabatan fungsional
Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
didasarkan atas disiplin irmu pengetahuan, metodoJogi dan
teknik analisis tertentu.

4. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang
diselenggarakansecaraterpadu.

5. Penyuluhan kehutanan, adalan proses pengembangan
pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat
sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami,
melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk

Dalam keputusanini yang dimaksud dengan :

1. PenyuJuhKehutanan,adalah Pegawa; Negeri Sip;1yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan
kehutanan.

Pasal1

BABI

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI· PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KEHUTANANDANANGKAKREDITNYA.
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Pasal3

(1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah
baik pusat maupun daerah.

(2) Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oJeh
Pegawai Negeri Sipif.

Pasal2

Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

penilaian atas prestasi kerja yang' teJah dicapai oJeh seorang
Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang
digunakan sebagai salah satu syarat .untuk p~ngangkatan dan
kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus
mempunyai kepedufian dan berpartisipasi akti' dalam
pelestarian hutan dan lingkungannya.

6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menila;
prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

7. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan
' -,

, .
,..

BAB II

RUMPUNJABATAN,KEDUDUKAN

DAN TUGAS POKOK
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Unsur dan sub unsur kegiatan PenyuluhKehutanan. terdiri dari:

a. Pendidikan.meliputi :

1. Pendidikansekolahdan memperoleh ijazahl gelar.

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluhan
kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikandan Pelatihan (SITPL) atau sp.rtifikat.

b. Persiapanpenyuluhankehutanan,meJiputi:

1. Identifikasi potensi w;Iayah dan agroekosistem serta
kebutuhanteknoJogikehutanan.

2. Penyusunanprogrampenyuluhankehutanan.

3. Penyusunanrencana kerja penyuluhankehutanan.

4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuJuhan
Kehutanan.

c. Pelaksanaanpenyuluhankehutanan,meliputi :

1. Penyusunanmateri penyuluhankehutanan.

2. Penerapanmetodepenyuluhan kehutanan.

3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok
sasaran.

. BAB III

UNSURDAN SUB UNSURKEGIATAN

Pasal4

Tugas pokok Penyuluh Kehutanan, adalah menyiapkan.
melaksanakan. mengembangkan. mernantau dan mengevaluasi
serta melaporkankegiatanpenyuluhankehutanan.

5
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penyuluhankehutanan.

2. Pengembanganaspek tehnik; metodoJogi,materi, sarana
danalat bantu penyuluhan kehutanan.

f. Pengembanganprofesi :

1. Membuat karya tUlis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan
kehutanan.

2. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang
penyuluhankehutanan.

3. Merumuskansistem penyuluhankehutanan.

4. Membuat buku pedomanlpetunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknisdi bidang penyuluhan kehutanan.

g. Penunjangpenyuluhankehutanan :

1. Mengajardan melatih dibidang penyuluhan kehutanan.

2. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain
dibidangpenyuluhankehutanan.

3. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan
kehutanan.

kelembagaan/manajemenaspek1. Pengembangan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penyuluhankehutanan:

1. Memantaupelaksanaanpenyuluhan kehutanan.

2. Mengevaluasipelaksanaanpenyuluhan kehutanan.

3. Membuat laporan peJaksanaanpenyuluhan kehutanan.

e. Pengembanganpenyuluhan kehutanan:

6
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PenyuluhJabatanPenilaiT·.Im4. Menjadi anggota
Kehutanan.

5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
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(1) Jabatan Penyufuh Kehutanan terdiri dari Penyufuh Kehutanan
tingkat terampil dan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

(2) Jenjang Jabatan Penyufuh Kehutanan tingkat terampil dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana.

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan.

c. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

(3) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud
ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adaJah :

a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdir; dari:

1. Pengatur Muda Tingkat I,golongan ruang II/b.

2. Pengatur, golongan ruang II/c.

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Il/d.

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:

1. Penata Muda, golongan ruang IIl/a.

2. Penata Tingkat I, ~()Io"g~n ruang IIlIb.

c. Penyuluh Kehutanan Penyefia, terdiri dari:

1. Penata, golongan ruang III/c.

2. Penata Tingkat I,golongan ruang IIl1d.

BABIV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

6. Menjadi anggota organisasi pmfesi dibidang penyufuhan
kehutanan;

7. Memperoleh piagam kehormatar:t.

7
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Pasal8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil,
sebagai berikut :

a. PenyuluhKehutananPelaksana,yaitu:

BABV

RINCIANKEGIATAN DAN UNSURYANG DINILAI

DALAM PEMBERIANANGKA KREDIT

Pasal7

(1) Jenjang jabatan PenyuJuhKehutanan tingkat ahli dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

a. PenyuluhKehutananPertama.

b. PenyuluhKehutananMuda.

c. PenyuluhKehutananMadya.

(2) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimanadimaksud
ayat (1) sesuaijenjang jabatan, adalah :

a. PenyuluhKehutananPertama, terdiri dan:

1. PenataMuda, golongan ruang III/a.

2. PenataMudaTingkat I, golongan ruang III/b.

b. PenyuluhKehutananMuda, terdiri dari:

1. Penata,golongan ruang III/c.

2. PenataTingkat I, golongan ruang III/d.

c. PenyuluhKehutananMadya, terdiri dari:

1. Pembina,golongan ruang IV/a.

2. PembinaTingkat I, golongan ruang IV/b.

3. PembinaUtamaMuda,golongan ruang IV/c.

, .
-,>
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6. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok
(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)keJompokwanatani;

7. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan
penyusunanmateri penyuluhan kehutanan;

8. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukfoto;

9. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukflip chart ( minimal 5 lembar );

10. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukchartlgambar;

11. Melakukan kunjungan tatap mukal anjangsana
kepadaanggotakelompoksasaran;

12. Melakukan kunjungan tatap mukal anjangsana
kepadakelompoksasaran;

13. Memberikankonsultasil pemecahan masalah kepada
perorangan;

14. Memberikankonsultasil pemecahan masalah kepada
kelompoksasaran lain;

kebutuhanidentifikasi4. MeJaksanakan kajian
penyuluhankehutanan;

5. Menyusun rencana kelja tahunan Penyuluh
Kehutanantingkat pelaksana;

1. Mengumpulkandata sekunder dan informasi wilayah
kerja;

2. Mengolah data potensi wilayah. dan agroekosistem
serta kebutuhanteknologi kehutanan tingkat desa dan
kecamatan;

3. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha
wanatanikelompoksasaran;

9
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15. Menumbuhkanorganisasi kelompoksasaran;

16. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dan
pemuJasampai dengan lanjut;

17. Melakukankegiatandemonstrasicara;

18. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan
petak( demplot );

19. Melaksanakantemu Japang:

20. Melakukantemu wicara/ sarasehandengan ketompok
sasarandi tingkat BPPI Kecamatan:

21. Melakukantemu karya kepada kelompoktani binaan;

22. Melaksanakan kegiatan widyakarya I karya wisata
kepadakelompoktani binaan;

23. Menjadi pembimbingJinstruktur widya karya atau
pe~alanan praktek studi banding tingkat desa dan
kecamatan;

24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara
massal I kampanye dalam bentuk ceramah umum
tingkat desadan kecamatan;

25. MenyusunJaporanbulanan;

26. MenyusunlaporanTriwulan;.

27. MenyusunlaparanTahunan.

b. PenyuluhKehutananPelaksanaLanjutan,yaitu:

1. Mengumpulkan data primer dan informasi wiJayah
keria;

2. Mengolah data patensi wilayah dan agroekf'~i~tem
serta kebutuhan te.mologi kehutanan tingkat
Kabupaten/Kota;

3. Merekapitulasirencana usaha wanatani wilayah dan
agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan:

' .. .
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4. Menyusunmonografiwilayah kerja penyuluhan;

5. Menyusun/membuatpeta tematik tentang kondisi dan
potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan
teknologikehutanan;

6. Merumuskankebutuhan teknologi kehutanan;

7. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh
kehutanan;

8. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep
programapenyuluhankehutanan;

9. Menyusunrencanakerja tahunan;

10. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok
(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)kelompoksasaran lain;

11. Mengolahdata materi penyuluhankehutanan;

12. MenyusunJmembuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukseri foto (min 5 Ibr );

13. MenyusunJmembuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukselebaran/pamfJet;

14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukleafJeVfolder;

15. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukposter;

16. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukbrosur/booklet(min 1000 kata);

17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukmaket;

18. Menyu5unJmembuatmateri penyuluhan kehutanan
dalambentukspecimen;

", ,
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32. Melakukantemu usaha;

33. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata
kepadakelompoktani binaan;

19. Melakukankunjungantatap mukalanjangsana kepada
anggotakelompoksasaran;

20. Melakukankunjungan tatap mukaJanjangsanakepada
kelompoksasaran;

21. Melaksanakankaji terap teknologi anjuran/uji coba;

22. Sebagai pramu wicara dalam kegiatan pameran
kehutanantingkat Kabupaten/Kota;

23. Memberikan konsultasilpemecahan masalah kepada
perorangan;

24. Memberikan konsultasilpemecahan masalah kepada
kelompoksasaran lain;

25. Memberikanbimbinganpada sekolah lapang;

26. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari
LanjutansampaidenganMadya;

27. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan
usahatani kehutanan(demontrasi farm);

28. Sebagaimoderatordalamtemu antar wilayah/teknis;

29. Sebagainarasumberdalam temu teknis wilayah;

30. Melakukan temu wicara I sarasehan dengan
kelompoksasarantingkat Kabupaten/Kota;

31. Melakukantemu karya kepada anggota kelompok tani
binaan;
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pembimbing kegiatan
praktek studi banding

34. Menjadi instruktur atau

widyakarya atau perjalanan
tingkat Kabupaten/Kota;



penyuluhslj kAhl.'; .man;

8. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan
(sekolahlapangl magang);

kegiatanpelaksanaanpanduan7. Menyusun

36. Melakukan pemantauanlpengendaJianpenyelengga­
raanpenyuluhankehutanan;

37. Pengolahan data hasiJ pemantauanlpengendalian.
penyelenggaraanpenyuluhankehutanan;

38. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan
kehutanan;

39. Menyusunlaporan bulanan;

40. Menyusunlaporan triwulan;

41. Menyusunlaporan tahunan.

c. PenyuluhKehutananPenyelia.yaitu:

1. Mengolah data potensi wilayah agroekosistem dan
kebutuhanteknologi kehutanantingkat Propinsi;

2. Menyusunrancangan identifikasi kebutuhan penyuluh
kebutanan;

3. Menyusunkonsep programapenyuluhan kehutanan;

4. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep
programapenyuluhankehutanan;

5. Merumuskan programa penyuluhan kehutanan hasil
diskusi;

6. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai
denganjenjang jabatan;

massaVkampanye daJam bentuk ceramah umum
tingkatKabupaten/Kota;

35. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara

13
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9. Menganafisis data dalam menyiapkan materi
penyuJuhankehutanan;

10. Menyusun/ membuat materi penyuJuhan kehutanan
dalambentukslide;

11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentuksiaran sandiwara di radiolT V;

12. Menyusunl membuat materi p~nyuJuhan kehutanan
dalambentukselebaranJpamflet;

13. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
daJambentuk leafletJfolder:

14. Menyusunl membuat materi penyuJuhan kehutanan
dalambentukposter:

15. Menyusunlmembuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukbrosurl booklet;

16. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukdiorama;

17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukmodel;

18. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukmockup;

19. Melakukankunjungantatap mukalanjangsana kepada
anggotakelompoksasaran;

20. Melakukan kunjungan tatap muka I anjangsana
kepadakelompoksasaran;

21. Melakukan kegiatan demontrasi hasil percontohan
wilayah(demonstrasiarea);

22. Melakukantemu wicara/sarasehan dengan kelompok
sasarantingkat Propinsi;

23. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat I
tokohagama;
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32. Menyusunkurikulumkursus kelompok sasaran;

33. Meningkatkankemampuan kelompok sasaran dari
Madyasampai dengan Utama;

34. Melaksanakanpenilaian lombabidang kehutanan;

35. Merekomendasi I tindak lanjut hasil pemantauan I
pe'ngendalian penyelenggaraan penyuluhan
kehutanan;

36. Mengolah, menganalisis dan menyusun kepada
laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan
kehutanan;

37. Menyusunlaporan bulanan;

38. Menyusunlaporantriwulan;

kelompoksasaran lain;

24. Melakukan kegiatan widyakaryalkarya wisata kepada_
tokohmasyarakat/tokoh agama;

25. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding .. __
widyakaryatingkat Propinsi;

26. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara
massaVkampanye dalam bentuk ceramah umum
tingkatPropinsi;

27. Sebagai pembuat karyaldesain dalam kegiatcim
pamerantingkat KabupatenlKota;

28. Sebagai pembuat karyaldesain dalam kegiatan
pamerantingkat Propinsi;

29. Sebagai pembaca naskahlpemain tunggal dalam
kegiatanpenyuluhanmelaJuisiaran radiolTV;

30. Memberikan konsultasilpemecahan masaJah kepada
perorangan;

31. Memberikan konsultasilpemecahan masaJah kepada
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39. Menyusun laporantahunan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan kategori keahlian,
adalah sebagai berikut :

a. PenyuluhKehutananPertama, yaitu:

1. Menyusun instrumen identifikasi potensl wilayah dan
agroekosistemserta kebutuhan teknologi kehutanan;

2, Menganalisisdata potensi wilayah dan agroekosistem
"serta kebutuhanteknologi kehutanan;

3. Sebagai nara sumber dalam mendiskusikan konsep
programapenyuluhankehutanan;

4. Menyusunrencanakerja tahunan;

5. Menyusunrancangansarana penyuluhan;

6. Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan
materipenyuluhankehutanan;

7, Menyusun/membuat materi penyuJuhan kehutanan
dalam bentukbulletin board (papan bulletin);

8, Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukOHP transparan;

9. Menyusunlmembuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukseri slide ( min 10 Ibr );

10. Menyusun/membuat mater; penyuluhari kehutanan
dalambentukselebaran/pamflet;

11. Menyusun/membuat mater; penyuluhan kehutanan
dalambentuk leaflet! folder;

12. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalam~er.!:rkposter;

13. Menyusunl membuat mater; penyuluhan kehutanan
dalambentukbrosurl booklet (min 1000 kata);

'",
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28. Menyiapkan konsep pengemt}dii~al' perencanaan
penyuluhankehutanan;

29. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja
penyuluhankehutanan;

14. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi
sebagaipembicaralpenyaji;

15. Melakukan temu wicara I sarasehan dengan
kelompoksasarantingkat Nasional;

16. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM,
Pengusahadan OrganisasiKemasyarakatan lainnya;

17. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata
kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi
Kemasyarakatanlainnya;

18. Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan
tingkatPropinsi;

19. Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan
tingkat Nasional:

20. Memberikan konsultasilpemecahanmasalah kepada
perorangan;

21. Memberikan konsultasi/pemecahanmasalah kepada
kelompoksasaran lain;

22. Menumbuhkangabungankelompoklasosiasi;

23. Menyusun metodalteknik pemantauanlpengendalian
penyefenggaraanpenyuluhankehutanan;

24. Menyusunlaporan bulanan;

25. Menyusunlaporantriwulan;

26. Menyusunlaporantahunan;

27. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan
penyuluhankehutanan;
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11. MembllFtt desain kaji terap/uji coba metoda
penyuluhankehutanan;

12. Memantc-u dan mengevaluasi hasil kaji terap
teknologi;

6. Menyusun/rnernbuat mater; penyuluhan kehutanan
dalambentuksiaran radiofTV;

7. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukselebaran/pamflet;

8. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukleaflet/folder;

9. Menyusunlmembuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukposter;

10. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukbrosur/booklet;

30. Menyiapkan konsep pengembangan sistem
monitoringdan evaluasi penyuluhankehutanan;

31. Menyusun rancangan pengembangan teknik I
metodologi,materi, sarana dan alat bantu penyuluhan
kehutanan.

b. PenyuluhKehutananMuda :

1. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha
wanatani;

2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancang
bangunrekayasausahawanatani;

3. Menyusunrencana kerja tahunan;

4. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentuksound slide (min 10 Ibr);

5. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukVideo (rekaman)min 5 menit;
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26. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep
laporanhasil pelaksanaan penyuluhankehutanan;

13. Melakukan temu karya kepada perguruan tinggi,
cendekiawan,dan pemerintahpusat;

14. Melaksanakan kegiatan widyakarya I karya wisata
kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan
pemerintahpusat;

15. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya
tingkat Nasional;

16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara
massal I kampanye dalam bentuk ceramah umum
tingkat nasional;

17. Sebagai pembuat karyaJdesain dalam kegiatan
pamerankehutanan tingkat nasional;

18. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui
siaran radiol TV;

19. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada
perorangan;

20. Memberikan konsultasilpemecahan masalah kepada
kelompoksasaran lain;

21. Menyusun materi kursus kelompok sasaran
penyuluhan;

22. Menumbuhkankoperasil kelembagaanformal (badan
hukum);

23. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran
denganperusahaanpengelolaanIpemasaran;

24. Menyusunpedoman lomba bidang kehutanan;

25. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep
laporsn h;;....jl pelaksanaanpenyult;}iankehutanan;
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27. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan
laporanpelaksanaanpenyuluhankehutanan;

28. MenyusunJaporanbuJanan;

29. Menyusunlaporantriwulan;

30. Menyusunlaporantahunan;

31. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan
penyuluhankehutanan;

32. Mendiskusikankonsep pengembangan perencanaan
penyuluhankehutanan;

33. Mendiskusikankonseppengembanganprosedur kerja
penyuluhankehutanan;

34. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem
monitoringdan evaluasipenyuluhankehutanan:

35. Mendiskusikan konsep pengembangan teknikl
metodologi, materi. sarana, dan alat bantu
penyuluhankehutanan.

c. PenyuluhKehutananMadya :

1. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep
rancangbangunrekayasausahawanatani;

2. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep
rancangbangunrekayasausahawanatani;

3. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha
wanatani

4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai
denganjenjangjabatan;

5. Menyusun/membuat materi perty,lit ,h3., kehutanan
dalambentukselebaranlpamfJet;

6. Menyusunl membuat materi penyuluhan kehutanan
dalambentukleafleV folder;
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7. Menyusunlmembuat materi penyuluhan kehutanan
dalam bentuk poster;

8. Menyusun/membuat materi penyuJuhan kehutanan
daJambentuk brosurl booklet;

9. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya atau
perialanen praktek studi banding tingkat
intemasionaf;

10. MeJaksanakanpenyufuhan pada pertemuan secara
massallkampanye dalam bentuk ceramah umum
tingkat Internasional;

11. Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi I
wawancaramelalui siaran radiolJV;

12. Memberikan konsultasilpemecahan masalah kepada
perorangan;

13. Memberikan konsultasilpemecahan masalah kepada
kelompoksasaran lain;

14. Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi I
wawancara konsep laporan hasil pelaksanaan
penyuluhankehutanan;

15. Menyusunlaporan bulanan;

16. Menyusunlaporan triwulan;

17. MenyusunJaporantahunan;

18. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan
penyuluhankehutanan;

19. Menyempurnakan konsep pengembangan perenca
naanpenyuluhankehutanan;

20. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur
ke~apenyuJuhankehutanan;

21. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem
monitoringdan evaluasi penyuluhan kehutanan;
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Penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan
tugas sebagaimana_~jmaksuddalamPasal8 ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutananyang meJaksanakantugas di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% ( delapan puluh persen ) dari angka kredit setiap butir
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau
Lampiran II.

b. Penyuluh Kej"Jtanan yang melaksanakan tugas di bawah
jenjang jabatannya. angka kredit yang diperoleh ditetapkan
adalah sarna dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan
sebagaimanatercantumdalam LampiranI atau Lampiran II

, Pasal9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan
dengan jenjang jabatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
Penyuluh Kehutananyang satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut
berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan kegiatan
pengembanganprofesi dan penunjangpenyuluhan kehutanan
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I bagi Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan
Lampiran II bagi PenyuluhKehutanantingkat ahli.

22. Menyempumakan konsep pengembangan teknik,
metodologi,materi, saranadan alat bantu penyuluhan
kehutanan.
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Pasal12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus·dipenuhi
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam

a. Unsurutama;

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari :

a. Pendidikan;

b. Persiapanpenyuluhankehutanan;

c. Pelaksanaanpenyuluhankehutanan:

d. Pemantauan. evaluasi dan pelaporan peJaksanaan
penyuluhankehutanan;

e. Pengembanganpenyuluhankehutanan;dan

f. Pengembanganprofesi.

(3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan sebagaimana
dimaksuddalamPasal 5 huruf g.

(4) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan dan angka kredit
masing-masingunsur sebagaimana dimaksud dalam..ayat (1).
adalah sebagai berikut :

a. PenyuluhKehutanantingkat terampil adalah sebagaimana
tersebut dalamLampiran I.

b. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana
tersebut dalamLampiran II.

Pasal11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai daJam pemberian angka kredit
tardiri dari :

, I..
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a. Sekurang-kurangnya80% ( delapan puluh persen ) angka
kredit berasal dari unsur utama;

b. Sebanyak-banyaknya20 % ( dua puluh persen ) angka
kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Penyuluh Kehutanan Madya yang akan naik pangkat menjadi
PembinaTingkat I, golongan ruang IVIb dan menjadi Pembina
UtamaMuda, golongan ruang IV/c, diwajibkanmengumpulkan
sekurang-kurangnya 12 ( dua belas ) angka kredit dari
kegiatan unsur pengembanganprofesi.

(3) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
diperhitungkanuntuk kenaikanjabatan/pangkatberikutnya.

(4) Penyuluh Kehutananyang telah mencapai angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa
jabatanlpangkat yang didudukinya. pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
20 % ( dua puluh persen ) dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkanuntuk kenaikanpangkaVjabatansetingkat Jebih
tingg·j yang berasal dar; kegiatan persiapan penyuluhan
kehutanandan pelaksanaanpenyuJuhankehutanan.

(5) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I.
golongan ruang IIlid. setiap tahun sejak menduduki
jabatanlpangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang­
kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredi! dari kegiatan
penyuluhankehutanandan/ataupengembanganprofesi..

jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Penyuluh Kehutanan
tingkat terampil adalah sebagaiman tercantum dalam
Lampiran III dan bagi PenyuluhKehutanan tingkat ahli adalah
sebagaiinana tercantum dalam Lampiran IV, dengan
ketentuan:
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(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Penyuluh Kehutanan diwajibkan mencatat atau
menginventarisirseluruhkegiatanyang diJakukan.

(2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat
memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan oangkat/jabatan, secara hirarkhi Penyuluh
Kehutanan aapat mengajukan usuJpenilaian dan penetapan
angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan
dilakukan sekurang-kurangnya2 ( dua ) kali dalam 1 ( satu )

BABVI

PENILAIANDANPENETAPANANGKA KREDIT

Pasal13

(1) Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama membuat
karya tulislkarya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan.
pembagianangkakreditnyc;lditetapkan sebagai berikut :

a. 60% ( enampuluhpersen ) bagi penulis utama;

b. 40% ( empat puluh persen ) untuk semua penulis
pembantu.

(2) Jum!ah penuJispembantusebagaimanadimaksud dalam ayat
(1) hurut b, sebanyak-banyaknya3 ( tiga ) orang.

(6) PenyuJuhKehutananMadya. pangkat Pembina Utama Muda.
golongan ruang IVIe, setiap tahun sejak menduduki
jabatanlpangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang­
kurangnya 20- (dua puJuh) angka' kredit dari kegiatan
penyuluhankehutanandanIa tau pengembanganprotesi.

25

Pasal14



Pasal15

(1) Pejabatyang berwenangmenetapkan angka kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat
lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Madya di
lingkunganDepartemenKehutanan.

b. Kepala Pusat Blna Pen~luhan-Kehutanan bagi Penyuluh
Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan
DepartemenKehutanan.

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II
yang membidangi kchutanan di Propinsi bagi Per.yuluh
Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama
sampaidenganPenyuluhKehutanan Madya di lingkungan
masing-masing.

d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat
eselon II yang membidangi kebutanan di KabupatenJKota
bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan
Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan
Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di
lingkunganmasing-masing.

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibantuoleh :

a. Tim PeniJaiAngka Kredi~P6,.'YUIUhKehutanan Sekretariat
JenderalDepartemenKehutanan bagi Sekretaris Jenderal
DepartemenKehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai
SekretariatJenderaJ.

tahun, yaitu 3 ( tiga ) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
PegawaiNegeriSipil.

"I'·• I
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Pasal16

(1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan adaJah
PenyuluhKehutanandengan susunan sebagai berikut :

a. SeorangKetuamerangkapAnggota;

b. SeorangWakil KetuamerangkapAnggota:

c. SeorangSekretarismerangkapAnggota;

d. Sekurang-kurangnya4 ( ernpat ) orang Anggota.

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai
ditetapkanoJeh:

a. Sekretaris JenderaJ Departemen Kehutanan untuk Tim
PenilaiSekretariatjenderal.

b. KepaJa Pusat Bina PenyuJuhan Kehutanan untuk Tim
PenilaiPusat.

c. KepaJaDinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II
yang membidangikehutanandi Propinsi untuk Tim Penilai
Propinsi.

b. Tim.PenilaiAngka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina
PenyuJuhan Kehutanan bagi KepaJa Pusat Bina
PenyuJuhan Kehutanan Departemen Kehutanan.
seJanjutnyadisebut Tim PeniJaiPusat.

c. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi
bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat
eseJon II yang membidang; kehutanan di Propinsi.
selanjutnyadisebut Tim PeniJaiPropinsi.

d. Tim PenilaiAngka Kedit PenyuluhKehutanan Kabupaten I
Kota bag;Kepala Dinas Kehutanan·KabupatenI Kola atau
pejabat eselon II yang membidangi kehutanan dl
KabupatenIKota. seJanjutnya disebut Tim Penilai
KabupatenlKota.

.... ",
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Pasal17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui t€nggang waktu 1 (satu) masa
jabatan.

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua
Tim PeniJaidapat rr.~ngangkat ang90ta Tim Penilai Pengganti.

d. Kepala Dinas Kehutanan KabupatenlKota atau pejabat
eseJon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota.
untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penyuluh
Kehutanan. adalah :

a. Jabatanl pangkat serendah-rendahnya sarna dengan
jabatanl pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai pre stast
kerja Penyuluh Kehutanan;

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan. maka
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Penyuluh Kehutanan.

(5) Masa jabatan ~nggota Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun;

(6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan
anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi. maka penilaian
angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Proplnsi, Tim Penilai KabupatenlKota yang
terdekat atau kepada Tim Penilai dilingkungan Departemen
Kehutanan.
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b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat esefon III yang
membidangi kepegawaian kepada Kepala Pusat Bina
Penyufuhan Kehutanan untek penetapan angka kredit
Penyuluh Kehutanan Pefaksana sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama
sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan
Pusat Bina PenyuJuhKehutanan.

c. Kepafa Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang
membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi atau pejabat eseJon" yang membidangi kehutanan di
Propinsi untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan
Pelaksanasampai dengan PenyuluhKehutanan Penyelia dan
Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh
KehutananMadyadi lingkunganmasing-masing.

d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon '" yang
membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota atau pejab~! csalon II yang membidangi
kehutanan di KabupateniKota untuk penetapan angka kredit
Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh
Kehutanan Penyelia dan Penyoluh Kehutanan Pertama

Pasal19

Usul penetapanangka kredit diajukan oJeh:

a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Kehutanan untuk penetapan angka
kredit PenyuJuhKehutananMadya di lingkungan Departemen
Kehutanan.

Pasal18

Tata kerja dan tata cara peniJaian Tim Penilai PenyuJuh
Kehutanan. ditetapkan oJehMenteri Kehutanan selaku pimpinan
instansi pembinaJabatan PenyuJuhKehutanan.

29
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Pasal22

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat datam jabatan PenyuJuh
Kehutanan tingkat terampil,adaJah:

BAB VIII

SYARATPENGANGKATANDALAMJABATAN
PENYULUHKEHUTANAN

Pasal21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan PenyuJuhKehutanan.
adalah Pejabat Pembina Kepegawaianya'.lg bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undanganyang bertaku.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANGMENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKANDALAM DAN DARI JABATAN

Pasal20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oJehpejabat yang berwenang.
digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan I
pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai ,dengan peraturan
perundang-undanganyang bertaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit. tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh
Kehutananyang bersangkutan.

sampai dengan Penyutuh kehutanan Madya di tingkungan
masingwmasing
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Disamping memenuhi persyarstan sebagaimana dimaksud Pasal
22. pengangkatandalamJabatanPenyuluh Kehutanan harus pula:

a. Sesuai dengan formasi Jabatan Penyuluh Kehutanan yang
ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara;dan

a. Berijazah Diploma II atau Diploma III sesuai dengan
kualifikasiyangditentukan;

b. Serendah-rendahnyamenduduki pangkat Pengatur Muda
Tingkat I. golonganruang JlIb;

c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuJuhankehutanan; dan

d. Setiap unsur dalam dattar penilaian peJaksanaan
pekerjaan ( DP3 ). sekurang-kurangnya bemilai baik
dalam1 ( satu ) tahun terakhir.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat daJam jabatan Penyuluh
Kehutanantingkat ahli. adalah :

a. Serendah-rendahnyaberijazah Sarjana (51) I Diploma IV
sesuaidengan kualifikasiyang ditentukan:

b. Serendah-rendahnyamenduduki pangkat Penata Muda,
golonganruang Ill/a;

c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
penyuluhankehutanan;dan

d. 5etiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan ( DP3 ), sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan
sebagaimanadimaksudayat (1) dan ayat (2). ditetapkan lebih
lanjut olehMenteriKehutanan.

31
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Pasal25

Penyuluh Kehutanan tingkat terampil yang memperoleh ijazah
Sarjana (S1)JDipJomaIV dapat diangkat dalam Jabatan Penyuluh
Kehutanan tingkat ahli. apabila : .

a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
untuk Jabatan PenyuluhKehutanantingkat ahli;

b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang c'~!~~tukan
untuk Jabatan PenyuluhKenotanentingkat ahli; dan

c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk
jabatan/pangkat yang akan didudukinya.

Pasal24

(1) PengangkatanPegawaiNegeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Penyuluh Kehutanandapat dipertimbangkan dengan
ketentuansebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal22
atau Pasal 23;

b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan
sekurang-kurangnya2 ( dua ) tahun; dan

c. Usia setinggi-tingginya5 ( lima ) tahun sebelum mencapai
usia pensiun berdasarkanjabatan terakhirnya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeo Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sarna dengan
pangkat yang dimiliki. dan jenjang jabatannya ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oJeh
pejabat yang berwenang.

b. Memenuhijumlah angka kreditminimal yang ditentukan untuk
jenjang jabatanlpangkatnya.

..~ " ~

32



Pasal26

(1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda
Tingkat I, golongan ruang Jl/b sampai dengan· Penyuluh
Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c
dan PenyuluhKehutanan Pertama. pangkat Penata Muda,
golongan ruang IIl1asampai dengan Penyuluh Kehutanan
Madya. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb,
dibebaskan sementara dan jabatannya, apabila dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukanuntuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih
tinggi.

(2) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golonganruang '"/d dibebaskan sementaradan jabatannya
apabiJasetiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang­
kurangnya 10 (sepuluh) dan kegiatan penyuluhan
kehutanandan/atau pengembanganprotesi.

(3) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dan
jabatannya apabiJa setiap tahun sejak menduduki
jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka
kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan
penyuluhankehutanandan/atau pengembanganprotest

(4) Oi samping pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud ayat (1). ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh
Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya,
apabiJa:

BABIX

PEMBEBASAN SEMENTARA,PENGANGKATAN KEMBALI
DANPEMBERHENTIANDARI JABATAN

..,:
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Pasal28

PenyuluhKehutanandiberhentikandan jabatannya apabila :

a. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan
sementara dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatanl pangkat setingkat lebih
tinggi:

h. Dalam jangka waktu 1 ~ satu ) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yangditentukan; atau

Pasal27

(1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani masa
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26,
dapat diangkatkembali dalam Jabatan PenyuluhKehutanan.

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan PenyuJuh Kehutanan
sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka
kredit terakhir yang dimilikinya dan dan prestasi di bidang
penyuJuhan kehutanan yang diperoleh selama tidak
mendudukiJabatanPenyuluhKehutanan.

a. Dijatuhi hukumandisipfin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunanpangkat;

b. Diberhentikansementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh
Kehutanan;

d. Menjalanicuti di luar tanggungan negara; atau

e. Menjalanitugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

34



(5) Dengan bertakunya Keputusan ini, maka nama dan j~njang
Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
161MENPAN/1988. disesuaikan dengan nama dan jenjang
jabatan menurut Keputusan ini.

Pasal31

BABXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal30

Prestasi kerja Penyuluh Kehutananyang telah dilakukan Penyuluh
Kehutanan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan
Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/MENPAN1I1988.

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat. memindahkan.
membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari
Jabatan PenyuluhKehutanan yangditetapkan sebelum Keputusan
ini ditetapkan, dinyatakan tetap bertaku,

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa
penurunanpangkat.
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Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri
Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor : 161 MENPAN 1
1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan penyuluh Kehutanan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal33

Apabila ada perubahanmendasar dalam pelaksanaan tugas pokok
penyuluhan kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini
tidak sesuai Jagi,makaKeputusan ini dapat ditinjau kembali.

BAB XII

PENUTUP

Pasal32

Untuk kepentingan dinas danlatau dalam rangka menambah
pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh
Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan
fungsional Jain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang
ditentukan.

(6) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan
kepada hasil penetapanangka kredit yang terakhir.
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3 Desember 2002

JakartaDitetapkan di

Pada tanggal

Pasal36

Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri
Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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